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Abstract

The goal of this research is to determine the role of village chief on unfinished land lawsuit settlement along with all influencing factors. This is seen as there are so many cases such as borderland cases, land area, and land ownership cases which has not been solved completely. All eight-seven (87) people inflicted on this case accounted as research’s sample.

The data collected using observation, interview, questionnaire, and literature study methods. Those data were analyzed quantitatively by using tabulation system, frequency, and statictical percentage.

The result shows that the village chief has quite a role by scoring average 3,63, while the influencing factors in quantity of work scores average 2,95, the quality of work scores average 3,23, dependability scores average 4,90, job knowledge scores average 3,96, creativeness scores average 2,52, cooperation scores average 4,65, initiative scores average 2,10, and finally personal quality scores average 4,77.
A.
PENDAHULUAN
Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah (Heru Nugroho, 2001, 237). Karena makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar. Sangat berartinya tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu Negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA memberikan perbedaan pengertian antara “bumi”dan “tanah”. Pengertian “bumi” dalam UUPA mendapat pengaturan dalam Pasal 1 Ayat (4) yang menyatakan bahwa: “Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk tubuh bumi di bawahnya serta yang berada dibawah air”. Pasal di atas memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah “bumi”, yaitu meliputi permukaan bumi (yang kemudian disebut dengan tanah) berikut apa yang ada di bawahnya (tubuh bumi) serta yang berada di bawah air. Selanjutnya pengertian “tanah” mendapat penjelasan dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) bahwa: “Atas dasar hak menguasai dari Negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum”. Dalam ketentuan di atas, yang disebut dengan tanah adalah permukaan bumi, sedangkan bumi meliputi tanah, tubuh bumi dan berikut apa yang ada di bawahnya serta di bawah air.
Permasalahan pertanahan adalah suatu permasalahan yang cukup kompleks dan membutuhkan waktu yang panjang dalam penyelesaiannya, sejak orde lama sampai dengan masa reformasi sekarang masih banyak masalah pertanahan yang masih belum terselesaikan. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, hukum agraria kita telah mengalami suatu perubahan besar dan juga sebuah aturan pertanahan yang saat itu terbaik di Asia Tenggara, suatu revolusi yang merubah pemikiran dan landasan politik agraria masa penjajahan yang dibuat demi kepentingan Modal Besar Asing di satu pihak, dengan mengorbankan kepentingan Rakyat Indonesia di pihak lain. Sengketa tanah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat antara lain disebabkan adanya perebutan hak atas tanah yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan sosial. 

Kelurahan Wette’E, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan masih terdapat tanah-tanah yang sering menimbulkan sengketa dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hampir antar warga saling bersengketa tanah di wilayah ini, segenap pihak menangani permasalahan ini dengan berbagai cara. Cara penyelesaian yang dapat ditempuh selama ini adalah melalui upaya litigasi yakni melalui pengadilan dan upaya penyelesaian sengketa alternatif yaitu mediasi diluar pengadilan.

Sengketa tanah yang terjadi di Kelurahan Wette’E Kecamatan Panca Lautang, adalah :

1. Sengketa tanah mengenai perebutan hak atas tanah,

2. Sengketa mengenai batas-batas bidang tanah,

3. Sengketa mengenai luas bidang tanah, 
4. Adanya kasus-kasus sengketa tanah yang belum terselesaikan dari tahun-tahun kemarin.
B. Peranan Lurah

Peranan Lurah dalam menyelesaikan sengketa tanah, yaitu:

1. Tindakan mengenai urusan Tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah seseorang (antara individu) yang menguasai tanah itu.

2. Penyelesaian hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum supaya hukum dapat berjalan semestinya.
Dengan demikian Lurah di dalam segala tindakannya dan dalam memegang pemerintahan itu, ia selalu memperhatikan perubahan-perubahan. Adanya pertumbuhan hukum, sehingga di bawah pimpinan dan pengawasan Lurah yang sangat penting adalah pekerjaan di lapangan atau sebagai hakim perdamaian desa. Apabila ada perselisihan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka Lurah bertindak untuk memulihkan perdamaian, memulihkan keseimbangan di dalam suasana desa serta memulihkan hukum.

Di beberapa daerah di Indonesia istilah Lurah ada bermacam-macam menyebutkannya. Di Minangkabau Lurah disebut penghulu, istilah penghulu diartikan sebagai orang yang dituakan dalam suatu kerabat atau suku yang bertalian dengan hubungan darah maupun adat. Penghulu dalam masyarakat Minangkabau mempunyai tugas rangkap yaitu disebut sebagai Kepala Adat, di pihak lain ia bertugas sebagai pelaksana pemerintahan desa. Karena itu para penghulu dengan Lurah dapat dijabat satu orang saja. Dengan demikian antara kedua jabatan tersebut tidak dapat dipisahkan, walaupun mempunyai tugas yang berbeda. Di Jawa, istilah Lurah dipegang oleh Kepala Adat, dimana ia juga berkedudukan sebagai Kepala Adat. Dengan demikian tugas Lurah tersebut selain memegang pemerintahan desa, ia juga fungsionaris adat.

Jika melihat istilah Lurah yang telah dikemukakan diatas, maka kedua daerah tersebut baik di Minangkabau maupun di Jawa hampir tidak ada perbedaan antara Lurah dengan Kepala Adat, sebab keduanya mengepalai pemerintahan desa maupun adat. Perbedaan antara kedua jabatan di atas dapat dilihat dari cara pengangkatannya. Kepala Adat dipilih berdasarkan pilihan masyarakat atau pengokohannya secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi cara inipun atas dasar kemampuan yang dimilikinya tentang pengetahuan adat dan hukum adat. Tetapi mengenai Lurah  adalah diangkat oleh Pemerintah berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 BAB V Pasal 88 dan yang lebih rinci diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Pasal 6, yang menyatakan bahwa “Lurah diangkat oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubenur Kepala Daerah Tingkat I dari calon yang terpilih”.

C. 
Konsep Sengketa
Akhir-akhir ini kasus pertanahan muncul ke permukaan dan merupakan bahan pemberitaan di media massa. Secara makro penyebab timbulnya kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi, antara lain:

1. Harga tanah yang meningkat dengan cepat.

2. Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/haknya.

3. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah.

Solusi penyelesaian sengketa tanah dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu:

1. Solusi melalui BPN (Badan Pertanahan Nasional)

Kasus pertanahan timbul karena adanya klaim/pengaduan/keberatan dari masyarakat (perorangan/badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan tata usaha Neagara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh pejabat tata usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, serta keputusan pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. Dengan adanya klaim tersebut, mereka ingin mendapat penyelesaian secara administrasi dengan apa yang disebut koreksi serta merta dari pejabat yang berwenang untuk itu. Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang Pertanahan (sertifikat/surat keputusan pemberian hak atas tanah) ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Setelah menerima berkas pengaduan dari masyarakat tersebut di atas, pejabat yang berwenang menyelesaikan masalah ini, akan mengadakan penelitian dan pengumpulan data terhadap berkas yang diadukan tersebut. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut dapat diproses lebih lanjut atau tidak dapat. Apabila data yang disampaikan secara langsung ke Badan Pertanahan Nasional itu masih kurang jelas atau kurang lengkap, maka Badan Pertanahan Nasional akan meminta penjelasan disertai dengan data serta saran ke Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kota setempat letak tanah yang disengketakan.

Bilamana kelengkapan data tersebut telah dipenuhi, maka selanjutnya diadakan pengkajian kembali terhadap masalah yang diajukan tersebut yang meliputi segi prosedur, kewenangan dan penerapan hukumnya. Agar kepentingan masyarakat (perorangan atau badan hukum) yang berhak atas bidang tanah yang diklaim tersebut mendapat perlindungan hukum, maka apabila dipandang perlu setelah Kepala Kantor pertanahan setempat mengadakan penelitian dan apabila dari keyakinannya memang harus distatusquokan, dapat dilakukan pemblokiran atas tanah sengketa. Kebijakan ini dituangkan dalam surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14-1-1992 Nomor 110-150 perihal pencabutan intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1984.

Dengan dicabutnya instruksi Menteri nomor 16 Tahun 1984, maka diminta perhatian dari pejabat Badan Pertanahan Nasional di daerah yaitu para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, agar selanjutnya di dalam melakukan penetapan status Quo atau pemblokiran hanya dilakukan apabila ada penetapan sita jaminan (CB) dari pengadilan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan apabila Kepala Kantor Pertanahan setempat hendak melakukan status Quo terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang Pertanahan (sertifikat/surat keputusan pemberian hak atas tanah), harusnya bertindak hati-hati dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain asas kecermatan dan ketelitian, asas keterbukaan (fair play), asas persamaan di dalam melayani kepentingan masyarakat dan memperhatikan pihak-pihak yang bersengketa.

Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila dapat dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan dengan cara musyawarah. Penyelesaian ini seringkali Badan Pertanahan Nasional diminta sebagai mediator di dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah secara damai, saling menghormati pihak-pihak yang bersengketa.

Berkenaan dengan itu bilamana penyelesaian musyawarah mencapai kata mufakat, maka harus pula disertai dengan bukti tertulis, yaitu dari surat pemberitahuan untuk para pihak, berita acara rapat dan selanjutnya sebagai bukti adanya perdamaian yang dituangkan dalam akta yang bila perlu dibuat di hadapan notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pembatalan keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan adanya cacat hukum/administrasi di dalam penerbitannya. Yang menjadi dasar hukum kewenangan pembatalan keputusan tersebut, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang pendaftaran tanah, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di bidang pertanahan, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999.

Dalam praktik selama ini terdapat perorangan/Badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan mengajukan keberatan tersebut langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasioanal. Sebagian besar diajukan langsung oleh yang bersangkutan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasioanal dan sebagian diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dan diteruskan melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal provinsi yang bersangkutan.

2. Melalui Badan Peradilan

Apabila penyelesaian melalui musyawarah diantara para pihak yang bersengketa tidak tercapai, demikian pula apabila penyelesaian secara sepihak dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya harus melalui badan pengadilan.

Setelah melalui penelitian ternyata keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional sudah benar menurut hukum dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat juga mengeluarkan suatu keputusan yang berisi menolak tuntutan pihak ketiga yang berkeberatan atas keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional tersebut. Sebagai konsekuensi dari penolakan tersebut, berarti keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan tersebut tetap benar dan sah walaupun ada pihak lain yang mengajukan ke pengadilan setempat..

Sementara menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dilarang bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait mengadakan mutasi atas tanah yang bersangkutan (status Quo). Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya masalah dikemudian hari yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berperkara maupun pihak ketiga, maka kepada Pejabat Tata Usaha dibidang pertanahan yang terkait harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu untuk melindungi semua pihak yang berkepentingan sambil menunggu adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian apabila sudah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi yang bersangkutan mengusulkan permohonan pembatalan suatu keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan yang telah diputuskan tersebut diatas. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan laporan mengenai semua data yang menyangkut subjek dan beban yang ada diatas tanah tersebut serta segala permasalahan yang ada.

Kewenangan administratif permohonan pembatalan suatu surat keputusan pemberian hak atas tanah atau Sertifikat. Hak atas tanah adalah menjadi kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional termasuk langkah-langkah kebijaksanaan yang akan diambil berkenaan dengan adanya suatu putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan. Semua ini agar diserahkan kepada Kepala badan Pertanahan Nasional untuk menimbang dan mengambil keputusan lebih lanjut. (Fiaji.blogspot.com, 2007)

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peranan Lurah dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Chung/Megginson (1981) mengemukakan indikator variabel performance kerja, yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peranan Lurah dalam menyelesaikan sengketa tanah, (Prof. DR. Sugiyono, 2003, 124), yaitu: 

1. Kuantitas Kerja (Quantity of Work), menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003, 56) bahwa Quantity (kuantitas) adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka. Atau kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. (ribuanpengunjung.wordpress.com, 2009). Bagaimana Lurah dalam menyelesaikan sengketa tanah tidak dalam kurung waktu yang lama.

2. Kualitas Kerja (Quality of Work), inti dari kualitas kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian  tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. (vinspirations.blogspot.com, 2009). Lurah dalam penyelesaian sengketa tanah dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan baik dan berdaya guna.

3. Pengetahuan kerja (Job Knowledge), adalah pemahaman Lurah tentang cara maupun tehnik yang digunakan untuk mengatasi sengketa tanah.

4. Kreatifitas (Creativeness), adalah kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya baru (inovatif) atau belum ada sebelumnya, segar, menarik, aneh dan mengejutkan, berguna dan dapat dimengerti. (kawanlama95.wordpress.com, 2010). Bagaimana Lurah menemukan ide, gagasan untuk pemecahan masalah, penyelesaian sengketa atau cara kerja baru.

5. Koperatif/Kerjasama (Cooperation), adalah kerjasama Lurah atau bersedia membantu dalam penyelesaian sengketa tanah.

6. Ketangguhan (Dependability),  adalah kekuatan yang menguatkan sehingga menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Cara Lurah menanggulangi penyelesaian sengketa tanah.

7. Inisiatif (Initiative), adalah Usaha sendiri, langkah awal, ide baru yang dilakukan Lurah dalam penyelesaian sengketa tanah yang pada gilirannya diharapkan dapat berdaya guna dan bermanfaat.

8. Kualitas Personal (Personal Qualities), kemampuan Lurah dalam menyelesaikan sengketa tanah.
E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif mencakup setiap penelitian yang didasarkan atas perhitungan persentase, rata-rata dan perhitungan statistik. Dengan kata lain penelitian kuantitatif melibatkan diri pada perhitungan atau angka atau kuantitas.
Populasi dalam penelitian ini adalah warga yang ada kaitannya dengan Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Wette’E Kecamatan Panca Lautang Kabupaten SIDRAP, yang berjumlah 87 Orang. Dalam penelitian ini, jumlah populasi sedikit karena itu penelitian ini menggunakan tehnik pengambilan sampling jenuh. Sampling jenuh adalah tehnik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus. Jumlah masyarakat yang bersengketa di Kelurahan Wette’E ada 87 Orang, keseluruhannya dijadikan sampel.
Teknik pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, wawancara, kuesioner/angket, dan studi pustaka. Kemudian data yang dikumpulkan  dianalisis dengan tehnik Kuantitatif menggunakan sistem tabulasi, frekuensi, persentase dengan statistik.
F. PELAKSANAAN peranan lurah
1. Kuantitas Kerja (Quality Of Work)

Berdasarkan hasil wawancara dengan 87 responden, kuantitas kerja lurah yang merupakan salah satu faktor berpengaruh dalam penyelesaian sengketa tanah memberikan hasil "Cukup berperan". Sebanyak 40 responden (45,98%) memberi jawaban "Tidak", namun diimbangi oleh 38 responden (43,68%) yang menjawab "Ya" dan 9 responden (10,35%) yang menjawab "Kadang-kadang". Hal ini juga dibuktikan dengan olahan data primer berupa wawancara dengan bapak Arsyad, salah satu tokoh masyarakat. Menurut beliau kecepatan Lurah dalam menyelesaikan kasus persengketaan tanah belum meningkat, salah satu penyebabnya, ini mungkin karena sulitnya para pihak untuk diajak berunding karena masing-masing mempertahankan keinginan mereka dan masih banyak juga urusan lain yang mesti diselesaikan Lurah. 

Dengan hasil yang demikian diharapkan Lurah, bagaimana cara Lurah menjadi pihak ketiga dengan cara mediasi yang baik agar persoalan persengketaan tanah tidak berlarut-larut dan menjadi panjang urusannya.
2. Kualitas Kerja (Quality Of Work) 

Berdasarkan Angket/kuesioner yang diberikan kepada masyarakat yang bersengketa, kualitas kerja lurah dalam menyelesaikan sengketa tanah adalah cukup memuaskan. Sebanyak 43 responden (49,42%) menjawab “Ya”, 11 responden (12,64%) menjawab “Kadang-kadang”, dan 33 responden (37,93%) menjawab “Tidak”. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil olahan data primer dengan metode wawancara dengan bapak Hasanuddin, beliau adalah salah satu staf dari Kelurahan Wette”E. Peneliti melakukan wawancara dengan beliau karena alasan untuk melengkapi data yang bukan hanya pendapat dari warga yang bersengketa saja. Menurut beliau kalau dilihat dari hasil angket penelitian ini, hampir seimbang  yang menjawab antara Ya dengan Tidak, itu artinya Lurah  masih dalam proses bagaimana menyelesaikan sengketa tanah ini dengan efektif dan efisien tanpa merugikan pihak-pihak yang bersengketa.
3. Pengetahuan Kerja (Job Knowledge)

Berikut ini akan diuraikan bahwa pengetahuan kerja lurah tentang penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di wilayahnya berdasarkan jawaban angket yang diberikan kepada masyarakat yang bersengketa adalah sangat berperan. Sebanyak 60 responden (68,96%) memberi jawaban “Ya”, 9 responden (10,34%) menjawab “Kadang-kadang”, dan 18 responden (20,69%) menjawab “Tidak”. 
Dari hasil wawancara dengan bapak Arsyad adalah salah satu tokoh masyarakat. Menurut beliau pemahaman Lurah tentang persengketaan tanah sudah baik. Lurah tahu peraturan-peraturan Per Undang-undangan yang mengatur tentang tanah, memberikan pemahaman kepada kami pentingnya kepemilikan yang sah atau melengkapi dokumen-dokumen tanah berupa sertifikat yang asli agar tidak menjadi persengketaan nantinya.
4. Kerjasama/Kooperatif (Cooperative)

Selanjutnya kerjasama yang dilakukan oleh lurah dalam penyelesaian sengketa tanah juga sangat berperan, di mana tidak ada responden yang memberi jawab “Tidak”, 72 responden (82,76%) menjawab “Ya”, dan hanya 15 responden (17,24%) yang menjawab “Kadang-kadang”. 
Berdasarkan hasil olahan data primer berupa wawancara dengan bapak Ridwan, beliau adalah salah satu tokoh masyarakat. Menurut beliau, Lurah sangat kooperatif dalam menyelesaikan kasus persengketaan tanah. Lurah selalu turun langsung bila salah satu warganya bermasalah, mencari fakta yang sesungguhya, dan selalu mengajak warga yang bersengketa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan kasus ini.

5. Ketangguhan (Dependability)

Jawaban responden tentang ketangguhan lurah dalam menyelesaikan sengketa tanah juga menyimpulkan sangat berperan, di mana dalam setiap persengketaan tanah yang terjadi dapat ditanggulangi dengan baik oleh Lurah, dengan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Responden yang menjawab “Ya” sebanyak 83 Orang (95,40%), yang menjawab “Kadang-kadang” sebanyak 4 Orang (4,60%), sedangkan tidak ada responden yang menjawab “Tidak”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ajirah yang merupakan salah satu staf di kantor Kelurahan Wette’E. Menurut beliau Lurah selalu dapat menanggulangi setiap masalah persengketaan tanah, walaupun kadang ada masyarakat yang bersengketa sulit untuk diberi pengarahan dan pengertian. Mungkin ini karena sikap mereka yang merasa dalam posisi benar tanpa mau menerima saran dari pihak yang lebih tahu.

6. Kreatifitas (Creativiness)

Mengenai kreatifitas lurah dalam menangani masalah sengketa tanah, dapat diambil kesimpulan bahwa lurah tidak kreatif dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah. Lurah belum bisa menemukan ide baru atau gagasan yang dapat menyelesaikan sengketa tanah tersebut. Jawaban responden menunjukkan yang menjawab “Tidak” sebanyak 54 Orang (62,07%), lebih tinggi dibandingkan yang menjawab “Ya” sebanyak 33 Orang (37,93%), dan tidak ada yang menjawab “Kadang-kadang”. Dari hasil olahan data primer berupa wawancara dengan bapak Hasanuddin. Beliau adalah staf kantor Kelurahan Wette’E. Menurut beliau lurah masih kurang dalam menemukan suatu gagasan bagaimana cara menyelesaikan kasus persengketaan tanah dengan baik. Lurah masih selalu meminta pendapat dari pihak-pihak yang bersengketa, kemauan mereka apa tanpa bisa menemukan gagasan yang inovatif dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah ini.
7. Inisiatif (Iniative)

Juga mengenai inisiatif Lurah dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah yang menunjukkan bahwa lurah masih kurang dalam berinisiatif atau langkah awal, ide baru dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut. Sebanyak 63 responden menjawab “Tidak” (72,41%), yang menjawab “Ya” sebanyak 24 responden (27,59%), dan tidak ada yang menjawab “Kadang-kadang”. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Arsyad, salah satu tokoh masyarakat. Menurut beliau lurah kurang dalam berinisiatif. Dalam bekerja sama melakukan perundingan, lurah baik tetapi dalam menemukan langkah awal atau ide baru dalam penyelesaian kasus persengketaan tanah ini masih kurang. Seharusnya lurah bisa menemukan ide baru atau langkah awal agar persengketaan tanah dapat cepat diselesaikan.

8. Kualitas Personal (Personal Quality)

Faktor terakhir yang berpengaruh dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah yang terjadi dalam lingkup pemerintahan lurah adalah kualitas personal. Hasil wawancara menunjukkan tingkat kualitas personal, kemampuan Lurah di mata masyarakat yang bersengketa dalam menyelesaikan kasus persengketaan tanah sudah sangat bagus, dimana  sebanyak 81 responden (93,10%) menjawab “Ya” dibandingkan yang menjawab “Kadang-kadang” sebanyak 2 Orang (2,30%), dan yang menjawab “Tidak” sebanyak 4 Orang (4,60%). 

Dari hasil olahan data primer berupa wawancara dengan bapak Hasanuddin, menurutnya Lurah sangat baik kualitasnya. Lurah mengetahui dan memahami jalan yang terbaik dalam penyelesaian kasus ini dengan memberikan pengarahan tentang peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku. Kualitas personal seorang lurah didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan benar. 

Dari beberapa wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan, sebagian besar mengemukakan bahwa masyarakat masih banyak yang mengalami persengketaan tanah tetapi tidak melaporkan karena sulitnya prosedur yang menurut mereka sangat panjang dan besarnya biaya yang harus mereka keluarkan. Di samping itu, mereka tidak paham akan surat tanah yang harus mereka miliki adalah sangat penting (sertifikat tanah). Ini berarti perlu diadakan sosialisasi tentang hak kepemilikan tanah, tata cara kepengurusan surat tanah (sertifikat), dan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah.

Hasil analisis pada faktor-faktor yang mempengaruhi Peranan Lurah dalam penyelesaian sengketa tanah secara keseluruhan berada pada skor rata-rata 3,63 yang berarti cukup berperan. Lurah perlu meningkatkan peranannya dalam penyelesaian sengketa tanah dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Lurah.
F. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dari dari bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan bahwa :

1. Peranan Lurah dalam penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan Wette’E Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tampak pada skor 3,63 yang berada pada 2,34 – 3,67 yang berarti cukup berperan.

2. Dari hasil penelitian tentang Peranan Lurah dalam penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan Wette’E Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa Lurah cukup berperan yang artinya masih perlu meningkatkan peranannya, khususnya dalam menyelesaikan kasus pertanahan.
3. Peranan Lurah dalam penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan Wette’E Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidrap dalam peranaannya dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu: Kuantitas Kerja (Quantity Of Work), Kualitas Kerja (Quality Of Work), Pengetahuan Kerja (Job Knowledge), Kreatifitas (Creativeness), Inisiatif (Iniative), Ketangguhan (Dependability), Kerjasama (Cooperation), Kualitas Personal (Personal Quality).

4. Sebagian besar masyarakat ada yang tidak melaporkan kasus pertanahan mereka karena menurut mereka harus menjalani prosedur yang sangat panjang dan besarnya biaya yang harus mereka keluarkan.
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